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Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841); 

  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 

6897); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 

2011 tetang Pedoman Pelaksanaan Program 

Manajemen Perubahan; 

  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya 

Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 751); 

  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 
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Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); 

  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 442); 

  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

    10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 
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Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

99); 

  11. 

 

 

 

 

 

12. 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon 

Progo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Budaya Kerja 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo; 

Memperhatikan : 1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 

2021, tentang Implementasi Core Values dan 

Employer Branding Aparatur Sipil Negara; 

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kulon Progo Nomor 47/PK.01-BA/3401/2/2025 

tanggal 27 Mei 2025 tentang Pembahasan Zona 

Integritas, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Anggaran (LPPA) Bulan Juni 2025, Pembahasan 

Laporan SPIP Bulan Juni 2025 dan Penetapan SOP 

Daftar Informasi Publik Semester I Tahun 2025; 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : BUDAYA KERJA DAN SEMBOYAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN KULON PROGO. 

KESATU : Menetapkan budaya kerja Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kulon Progo adalah MURAKABI dan semboyan 

Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo adalah “Melayani 

Sepenuh Hati, Integritas Tuntas” dengan penjelasan 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON 

PROGO NOMOR 13 TAHUN 2025 

TENTANG BUDAYA KERJA DAN 

SEMBOYAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KULON PROGO 

 

 

PENJELASAN BUDAYA KERJA DAN SEMBOYAN  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO 

 

MURAKABI dalam Bahasa Jawa yang berarti “nyukupi”. Frasa ‘murakabi’ 

menurut KBBI memiliki arti “mempunyai kebermanfaatan luas atau 

menguntungkan bagi orang banyak”. Murakabi mempunyai makna menyentuh 

semua aspek, bahwa kebijakan harus mencakup seluruh lapisan masyarakat.  

Budaya kerja  MURAKABI dengan logo:  

 

Arti dari logo MURAKABI adalah terdapat huruf m  berbentuk orang yang 

memegang dada dan orang dengan tangan ke atas, di atas tulisan  

"MURAKABI" selain mencerminkan melayani sesuatu yang diutamakan, juga 

menggambarkan pelayanan yang diberikan sepenuh hati sehingga pihak yang 

dilayani merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Bentuk huruf 

simpel dan modern dengan warna biru muda/cyan menunjukkan inklusif dan 

inovatif serta semangat untuk terus berkembang. 

MURAKABI merupakan: 

• Melayani, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan 

masyarakat 

• Unggul, yaitu memiliki kualitas lebih baik dan lebih tinggi 

• Responsif, yaitu kepekaan menanggapi situasi dan kondisi sehingga 

tercipta kondisi yang lebih baik 
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